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 KATA PENGANTAR  

 
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa 

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara 

lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang 

dipimpinnya. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga 

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan 

keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bagian 

Anggaran 05.01 Audited TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuanganini telah 

disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi 

keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada 

Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Tempat, 04 Mei 2026  

KuasaPenggunaAnggaran 

 

 
(Drs. Muhidin, M.H) 
NIP.19661125 199603 1 001 
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 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  

 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

Jalan  Cikini Raya No 117, RT 10 RW 4, Cikini, 
kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. 

www.pttun.jakarta@gmail.com 
 

Pernyataan Tanggung Jawab 
 
 

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari: 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah disusun 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 
Jakarta, 04 Mei 2026 

Kepala UAPPA-WDKI Jakarta, 
Kuasa Pengguna Anggaran, 

 
 
 

Drs. Muhidin, M.H 
NIP. 19661125 199603 1 001
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Laporan Keuangan Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Jakarta Audited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 

 
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja 

selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. 

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan 

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.42,259,132; dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar 

Rp. 0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 0; atau mencapai 

0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 0;. 

 
2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember Audited 2025 

dicatat dan disajikan sebesar Rp.124,557,030,659; yang terdiri dari : Aset Lancar 

sebesar Rp. 1,370,550; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap 

(neto) sebesar Rp. 124,471,820,109; dan Aset Lainnya (neto) sebesar                              

Rp. 83,840,000; dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Sebesar                  

Rp. (135,867,000); Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1,841,189,531; Utang 

yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0; Uang muka dari KPPN sebesar Rp. 0;. Jumlah 

Ekuitas Sebesar Rp. 122,715,841,128; Nilai Kewajiban Sebesar Rp. 1,841,189,531; 

dan jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 124,557,030,659;. 

 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,surplus/defisit 

sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk 

penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 

2025 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional 

adalah sebesar Rp. 17,034,452,784; yang terdiri dari Beban Pegawai Sebesar                   
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Rp. 12,933,284,573; Beban Persediaan Rp. 64,262,989; Beban Barang dan Jasa           

Rp. 1,724,749,438; Beban Pemeliharaan Rp. 941,607,311; dan Beban Perjalanan 

Dinas sebesar Rp. 17,974,550; Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebesar                     

Rp. 1,352,573,923 sehingga terdapat Defisitdari Kegiatan Operasional senilai                  

Rp. (17,034,452,784); Surplus dari Kegiatan Non Operasionaldan Defisit Pos-Pos 

Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.186,247; dan Rp. (17,034,266,537); sehingga 

entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (17,034,266,537); 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 

tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 138,742,710,357; ditambah Defisit- 

LO sebesar Rp. (17,034,266,537); kemudian ditambah dengan koreksi yang 

menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp. (14,352,900,711); dan koreksi nilai aset 

non revaluasi senilai Rp. (14,352,900,711); dan Transaksi Antar Entitas senilai                  

Rp. 15,360,298,019 sehingga kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 

Desember 2025 adalah senilai Rp. (16,026,869,229); dan Ekuitas Akhir sebesar               

Rp. 122,715,841,128; 

 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh StandarAkuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan 

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis 

kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 

Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual
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 I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)  

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

UNTUK PERIODE AUDITED TAHUN 2025 

(dalam rupiah) 
 

URAIAN 
 

CATATAN 
TA.2025 %thd 

Angg. 

TA.2024 

ANGGARAN REALISASI REALISASI 

PENDAPATAN      

Penerimaan Negara 
Bukan Pajak B.1 0 42,259,132 % 0 

JUMLAH PENDAPATAN  0 42,259,132 % 0 

BELANJA    

Belanja Pegawai B.2 11,229,200,000 11,157,566,105 99.36 9,957,167,951 

Belanja Barang B.3 2,807,795,000 2,732,956,537 97.33% 3,012,475,919 

Belanja Modal B.4 1,500,000,000 1,499,554,509 99.97 1,499,850,000 

Belanja Bantuan Sosial B.5   

JUMLAH BELANJA  15,536,995,000 15,390,077,151 99.05% (631,897,130) 

 
Jakarta, 04 Mei 2026 

Kuasa Pengguna Anggaran 

 

 
(Drs. Muhidin, M.H) 

NIP. 19661125 199603 1 001 
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 II. NERACA  

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 
UNTUK PERIODE AUDITED TAHUN 2025 

 
(dalam rupiah) 

URAIAN 2025 2024 

ASET   

ASET LANCAR   

Kas di Bendahara Pengeluaran  0 

Persediaan 1,370,550 816,862 

JUMLAH ASET LANCAR 1,370,550 816,862 

ASET TETAP   

Tanah 95,945,619,000 110,302,727,000 

Peralatan dan Mesin 11,357,584,154 9,879,146,434 

Gedung dan Bangunan 31,673,583,280 31,673,583,280 

Aset Tetap Lainnya 12,696,576 12,696,576 

AKUMULASI PENYUSUTAN (14,517,662,901) (13,160,820,171) 

JUMLAH ASET TETAP 124,471,820,109 138,707,333,119 

Aset Tak Berwujud  219,345,000 219,345,000 

Aset Lain-Lain 362,000 108,377,000 

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (135,867,000) (243,882,000) 

JUMLAH ASET LAINNYA 83,840,000 83,840,00 

JUMLAH ASET 124,557,030,659 138,791,989,981 

KEWAJIBAN   

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   

Utang kepada Pihak Ketiga 1,841,189,531 49,279,624 

Utang Yang Belum Ditagihkan  0 

Uang Muka dari KPPN   

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1,841,189,531 49,279,624 

JUMLAH KEWAJIBAN 1,841,189,531 49,279,624 

EKUITAS   

Ekuitas 122,715,841,128 138,742,710,357 

JUMLAH EKUITAS 122,715,841,128 138,742,710,357 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 124,557,030,659 138,791,989,981 

 
Jakarta, 04 Mei 2026 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 

 
(Drs. Muhidin, M.H) 

NIP. 19661125 199603 1 001 
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 III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)  

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

UNTUKPERIODEAUDITED TAHUN 2025 

(dalamrupiah) 

URAIAN CATATAN 2025 2024 

KEGIATAN OPERASIONAL    

PENDAPATAN    

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 0 0 

JUMLAH PENDAPATAN  0 0 

BEBAN    

Beban Pegawai D.2 12,933,284,573 9,936,592,446 

Beban Persediaan D.3 64,262,989 75,654,388 

Beban Barang dan Jasa D.4 1,724,749,438 2,017,863,029 

Beban Pemeliharaan D.5 941,607,311 899,808,149 

Beban Perjalanan Dinas D.6 17,974,550 34,366,485 

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 1,352,573,923 1,128,555,332 

Beban Penyisihan Piutang Tak Teragih D.8   

JUMLAH BEBAN D.9 17,034,452,784 14,092,839,829 

SURPLUS (DEPISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL D.10 (17,034,452,784) (14,092,839,829) 

KEGIATAN NON OPERASIONAL    

Surplus/Depisit Pelepasan Aset Non Lancar    

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.11   

Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.12   

Surplus/Depisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.13 186,247  

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.14 186,247  

Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya D.15   

SURPLUS/DEPISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL D.16 186,247  

SURPLUS/DEPISIT SEBELUM POS LUAR BIASA D.17 (17,034,266,537) (14,092,839,829) 

POSLUAR BIASA    

Pos Luar Biasa D.18   

Beban Luar Biasa D.19   

SURPLUS/DEPISIT LO D.20 (17,034,266,537) (14,092,839,829) 

 
Jakarta, 04 Mei 2026 

Kuasa Pengguna Anggaran 
 
 
 

(Drs. Muhidin, M.H) 
NIP. 19661125 199603 1 001 
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 IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)  

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

UNTUK PERIODE AUDITED TAHUN 2025 

(dalamrupiah) 

URAIAN CATATAN 2025 2024 

EKUITASAWAL E.1 138,742,710,357 140,111,752,528 

SURPLUS/DEFISIT-LO E.2 (17,034,266,537) (14,092,839,829) 
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 
EKUITAS  (14,352,900,711) (2,001,496,212) 

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI  (14,352,900,711) (2,001,496,212) 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.3 15,360,298,019 14,725,293,870 

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS  (16,026,869,229) (1,369,042,171) 

EKUITAS AKHIR E.4 122,715,841,128 138,742,710,357 

 
Jakarta, 04 Mei 2026 

Kuasa Pengguna Anggaran 

 

 
(Drs. Muhidin, M.H) 

NIP.19661125 199603 1 001 
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1.A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU 

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran Periode Audited Tahun 2025 

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi 
 

 

Uraian Belanja 
Pegawai 

Belanja 
Barang 

Belanja 
Modal 

Total 

A. Pagu 11,229,200,000 2,807,795,000 1.500.000.000 15,536,995,000 

B. Realisasi s.d. 31 Desember 2025 11,157,566,105 2,732,956,537 
1,499,554,509

15,390,077,151 

C. % Realisasi s.d.31 Desember 2025  
(B/A) 99.36 97.33% 

99.97
99.05% 

D. Pagu Blokir 0   

E. % Realisasi Setelah 
Memperhitungkan Pagu Blokir 
(B/(A –D)) 

% % 
 

% 

F. Trajectory IKPA 97.87% 97.87% 

G. Sisa Pagu s.d.31 Desember 
2025 Termasuk Blokir (A – B) 

71,633,895 74,838,463 
445,491

146,917,849 

H. Rencana Realisasi   
 

 

I. Estimasi Total Realisasi (B+H) 11,157,566,105 2,732,956,537 
1,499,554,509

15,390,077,151 

J. %Estimasi Total Realisasi (I/A) 0,99 1.03 1.00 1.01 

K. Estimasi Pagu Tidak Terealisasi 
(A– I)     

L. Estimasi Pagu Tidak Terealisasi 
di Luar Blokir (A – D – I) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sampai dengan periode Audited Tahun 2025, Realisasi Belanja Kantor 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp. 15,390,077,151; 

(99.05%).  Apabila pagu blokir dikecualikan, Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar Rp. 0 (0%). 

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi 

adalah sebesar Rp.15,390,077,151; dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi 

adalah sebesar Rp.146,917,849;. 
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b. Informasi Pagu Blokir 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

 (dalam rupiah) 

Akun JenisBelanja Pagu BlokirPagu 

A B C D 
51 Belanja Pegawai   

52 Belanja Barang   
53 Belanja Modal   

 Total   

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat sisa pagu yang masih diblokir 

sebesar Rp. 0 

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan 

a. Informasi Outstanding Kontrak 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

 (dalam rupiah) 

 
No. 

 
Kanwil/Satker 

Jumlah 
Kontrak 

NilaiTotal 
Kontrak 

 
Realisasi 

Sisa Nilai 
Kontrak 

1 
Pengadilan Tinggi Tata 
UsahaNegara Jakarta 

6 Rp 2.082.424.959 Rp 2.082.424.959 Rp 0 

 Total 0 Rp 2.082.424.959 Rp 2.082.424.959 Rp 0 

Sumber : Aplikasi OMSPAN 
 

Sampai dengan periode Audited tahun 2025, terdapat 0 kontrak yang masih 
outstanding dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.759.766.259; dan realisasi 
sebesar Rp. 1.759.766.259; 
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b. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan 

Informasi outstanding kontrak signifikan dengan nilai di atas Rp 1 miliar, antara 

lain: 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 
 (dalamrupiah) 

 
No. Kode 

Satker 
No. 

Kontrak 
Uraian 
Kontrak 

Tanggal Mulai Tanggal 
Akhir 

Nilai 
Kontrak 

 
Realisasi 

 
Sisa 

1 526704 EP-
01K85NJ0GMD
S6HGT1JVH0Q
76PQ 

Pengadaan 
AC Central 

 
 

23 Oktober 2025 24 
November 
2025 

1,488,559,959 1,488,559,959 0 

 Total 0 0 0 0 1,488,559,959 1,488,559,959 0 

Sumber : Aplikasi OMSPAN  

Berdasarkan outstanding kontrak signifikan tersebut, sebanyak 2 kontrak 

diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak 4 kontrak tidak dapat 

diselesaikan tepat waktu. 

 
3. Informasi Progres Likuidasi Entitas Akuntansi TA 2025 

a. Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset Dan Kewajiban 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

 (dalam rupiah) 

Pos Neraca 
Nilai Saldo 

31Desember 
2025 (Anaudited) 

Nilai Saldo 
31 Desember 2024 

Mutasi 
%Progres 
Likuidasi 

A B C D(B–C) 
E(D/Bx 
100%) 

Aset 124,557,030,659 138,791,989,981 (14,234,959,322) (10.26) 

-Aset Lancar 1,370,550 816,862 553,688 67.78 
-Aset Tetap 124,471,820,109 138,707,333,119 (14,235,513,010) (10.26) 
-Properti Investasi  
-Piutang Jangka 
Panjang  

-Aset Lainnya 83,840,000 83,840,000 0 0.00 
Kewajiban 1,841,189,531 49,279,624 1,791,909,907 3,636.21 
- Kewajiban Jangka 
Pendek 1,841,189,531 49,279,624 1,791,909,907 3,636.21 

- Kewajiban Jangka 
Panjang 

    

 
1.B. INFORMASI PENTING LAINNYA 

1. RINCIAN OUTPUT (RO) TAHUN 2025 

 
Terdapat Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh 

KPKNL Jakarta II, , dengan rincian realisasi anggaran dan capaian output 

sampai dengan Audited TA 2025 adalah sebagai berikut: 
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Satker : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (526704) 
Program : 005.01.BF-2025 

 
No. 

Kode Rincian 
Output 

Strategis 

Uraian 
Rincian 
Output 

Alokasi 
Anggaran(

Rp) 

Realisasi 
Belanja (Rp) 

Persentas
ePenyera
pan(Rp) 

Target
Keluaran 

Realisasi 
Volume 

Keluaran 

Rogres 
Capaian 
Rincian 
Output 

A B C D E 
F (E/Cx 
100%) G H 

I(H/G x 
100%) 

1 1071.EBB 
Layanan Sarana 
Internal 1.500.000.000 1,499,554,509 99.97 1 1.000 100% 

2 6986.EBA Layanan Umum 700,000 700,000 100% 1 1.000 100% 

3 6986.EBA 
Layanan 
Perkantoran 14,035,995,000 13,889,707,646 98.96% 1 1.000 100% 

 
4 

 
6986.EBD 

Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 300.000 300.000 

 
100% 

 
1 

 
1.000 

 
100% 

 
2. Kondisi Keuangan Yang Memerlukan Perhatian Khusus 

a. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Realisasi Anggaran 

1) Pendapatan Negara dan Hibah 
 

 
UraianAkun 

Realisasis.d. 
Audited 

Tahun 2025 

Realisasis.d. 
Audited Tahun 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) E(D/Cx 
100%) 

Pendapatan Negara 
Dan Hibah 42,259,132 0 42,259,132 186,247 

 
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 mengalami Kenaikan 

dibandingkan realisasi TA 2024. 

2) Belanja Negara 
 

UraianAkun 
Realisasis.d. 

Audited 
Tahun 2025 

Realisasis.d. 
AuditedTahun 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) E(D/Cx 
100%) 

Belanja Negara 15,390,077,151 14,469,493,870 920.583.281 0.06 

 
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 15,390,077,151; 

atau 99.05% dari anggaran belanja sebesar Rp. 15,536,995,000; mengalami 

kenaikan dibandingkan realisasi Belanja pada Tahun 2024 adalah sebesar 

Rp. 14,469,493,870; atau 95.82% 

b. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Operasional 
1) Pendapatan 
 

UraianAkun 
Realisasis.d. 

AuditedTahun 
2025 

Realisasis.d. 
AuditedTahun 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) 
E(D/Cx 
100%) 

Pendapatan Negara 
Bukan pajak 

0 0 0 0 
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Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 186,247; dan Rp. 0; 

mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 

2) Beban 
 

UraianAkun 
Realisasis.d. 

AuditedTahun 
2025 

Realisasis.d. 
AuditedTahun 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) E(D/Cx 
100%) 

Beban Pegawai 12,933,284,573 9,936,592,446 2,996,692,127 30.158 
Beban Persediaan 64,262,989 75,654,388 (11,391,399) (15.057) 
Beban Barang dan 
Jasa 1,724,749,438 2,017,863,029 (293,113,591) (14.526) 

Beban Pemeliharaan 941,607,311 899,808,149 41,799,162 4.645 
Beban Perjalanan 
Dinas 17,974,550 34,366,485 (16,391,935) (47.697) 

Beban Penyusutan 
Dan Amortisasi 1,352,573,923 1,128,555,332 224,018,591 19.85 

Beban Penyisihan 
Piutang Tak tertagih 

 

Jumlah 17,034,452,784 14,092,839,829 2,941,612,955 20.873 

 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; 

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
c. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Perubahan Ekuitas 

 
UraianAkun 

Realisasis.d. 
Audited Tahun 

2025 

Realisasis.d. 
Audited Tahun 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) 
E(D/Cx 
100%) 

EKUITAS AWAL 138,742,710,357 140,111,752,528 (1,369,042,171) (0.98) 

SURPLUS/DEPISIT-LO (17,034,266,537) (14,092,839,829) (2,941,426,708) 20.87 

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI (14,352,900,711) (2,001,496,212 (12,351,404,499) 617.11 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 15,360,298,019 14,725,293,870 635,004,149 4.31 

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (16,026,869,229) (1,369,042,171) (14,657,827,058) 1,070.6 

EKUITAS AKHIR 122,715,841,128 138,742,710,357 (16,026,869,229) (11.55) 

 
Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu 

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas 
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d. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Neraca 
1) Aset 

 
UraianAkun 

PerPer 31 
Desember 

2025 

PerPer 31 Desember 
2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) E(D/Cx 
100%) 

ASET LANCAR 1,370,550 816,862 553,688 67.78 

Kas Di Bendahara Pengeluaran 0 0 0 0.00 

Persediaan 1,370,550 816,862 553,688 67.78 

ASET TETAP   

Tanah 95,945,619,000 110,302,727,000 (14,357,108,000) (13.02) 

Peralatan dan Mesin 11,357,584,154 9,879,146,434 1,478,437,720 14.97 

Gedungdan Bangunan 31,673,583,280 31,673,583,280   

Aset Tetap Lainnya 12,696,576 12,696,576   

Akumulasi Penyusutan (14,517,662,901) (13,160,820,171 (1,356,842,730) 10.31 

Jumlah Aset Tetap 124,471,820,109 138,707,333,119 (14,235,513,010) (10.26) 

ASET LAINNYA   

Aset Tak Berwujud 219,345,000 219,345,000   

Aset Lain-lain 362,000 108,377,000 (108,015,000) (99.67) 

AKUMULASI 
PENUYUSUTAN/AMORTISASI 
ASET 

(135,867,000) (243,882,000) 108,015,000 (44.29) 

JUMLAH ASET LAINNYA 83,840,000 83,840,000   

JUMLAH ASET 124,557,030,659 138,791,989,981 (14,234,959,322) (10.26) 

 
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 

 
2) Kewajiban 

 
UraianAkun 

Per 31 
Desember 

2025 

Per 30 
September 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) 
E(D/Cx 
100%) 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG     

Utang Kepada Pihak Ketiga 1,841,189,531 49,279,624 1,791,909,907 3,636.21 

Utang Yang Belum di Tagihkan    

Uang Muka Dari KPPN   0.00 

JUMLAH KEWAJIBAN 1,841,189,531 49,279,624 1,791,909,907 3,636.21 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 124,557,030,659 138,791,989,981 (14,234,959,322) (10.26) 

 
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan 



 

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited 2025  | 17  

2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

Setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja 

yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar 

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua 

belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban 
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. 

 
3) Ekuitas 
 

UraianAkun 
Realisasis.d. 

Audited Tahun 
2025 

Realisasis.d. 
AuditedTahun 

2024 

Kenaikan 
(Penurunan) 

%Kenaikan 
(Penurunan) 

A B C D(B–C) E(D/Cx 
100%) 

EKUITAS AWAL 138,742,710,357 140,111,752,528 (1,369,042,171) (0.98) 

SURPLUS/DEPISIT-LO (17,034,266,537) (14,092,839,829) (2,941,426,708) 20.87 

KOREKSI NILAI 
ASETNON REVALUASI 

(14,352,900,711) (2,001,496,212) (12,351,404,499) 617.11 

TRANSAKSI ANTAR 
ENTITAS 15,360,298,019 14,725,293,870 635,004,149 4.31 

KENAIKAN/PENURUNAN 
EKUITAS (16,026,869,229) (1,369,042,171) (14,657,827,058) 1,070.6 

EKUITAS AKHIR 122,715,841,128 138,742,710,357 (16,026,869,229) (11.55) 

 
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu 

periode. 
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 VI. LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG  
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